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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLA SITUS WEB e-PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, efektivitas,

dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum dan

pemilihan, situs web e-PPID KPU Kabupaten

Simalungun berfungsi sebagai sarana untuk

menyediakan dan mengumumkan informasi publik

serta memberikan pelayanan informasi kepada

masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan

pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun untuk dapat berjalan

lebih baik dan transparan, serta dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun tentang Pengelola

Situs Web e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun;

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);



- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

826);
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7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/

Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Simalungun Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Simalungun Nomor 4 tentang Saluran

Elektronik Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENGELOLA SITUS

WEB e-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SIMALUNGUN.

KESATU : Menetapkan Pengelola Situs Web e-PPID Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Situs Web e-PPID sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengelolaan Aplikasi e-PPID:

a. mengelola situs Web e-PPID Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Simalungun; dan

b. memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan

dapat diakses oleh publik.

2. Pemrosesan Permintaan Informasi:

a. menerima dan memproses permintaan

informasi publik dari Pemohon Informasi;

b. melakukan pengecekan ketersediaan informasi

yang diminta oleh Pemohon Informasi;

c. menanggapi permintaan informasi dalam jangka

waktu yang ditentukan; dan

d. memberikan informasi kepada Pemohon

Informasi.

3. Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi:

a. mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan

dengan Pemilu dan Pemilihan serta pelayanan

publik lainnya;

b. melakukan klasifikasi dan pengarsipan

informasi; dan

c. menyediakan sarana dan prasarana untuk

pengelolaan informasi.

4. Memastikan Ketersediaan Informasi:

a. memastikan informasi publik tersedia secara

online dan mudah diakses;

b. mengumumkan informasi yang berkaitan

dengan Pemilu dan Pemilihan serta pelayanan

publik;

c. melakukan pembaruan informasi secara

berkala;

d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait

dalam pengelolaan informasi; dan
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